
BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik di daerah berdasarkan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, perlu adanya penyelenggaraan
pelayanan perizinan terpadu;

b. bahwa dengan adanya beberapa perubahan kewenangan
penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non
perizinan, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014
tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana,
perlu ditinjau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan
dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang...
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5613);

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/
PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Perusahaan;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007  tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  :  46/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas   Peraturan
Menteri   Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

12. Peraturan Menteri...
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12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/
PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran,
Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman
Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
11/M-DAG/PER/3/2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/
PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran,
Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman
Beralkohol;

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30
Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah
Daerah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/
148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Pratik
Perawat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK
02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Pratik Perawat;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/
PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Pratik
Bidan;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/
PER/X/2011 tentang Izin Pratik dan Pelaksanaan Pratik
Kedokteran;

18. Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 15
Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
232);

22. Peraturan Menteri...
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22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang
Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1098);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 90/M-DAG/
PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;

26. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor : HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 649);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun
1991 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan
(HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jembrana Nomor 95 Seri B Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun
2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Dsaerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun
2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 8);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun
2012 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21);

33. Peraturan Daerah...
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33. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun
2012 tentang Retribusi  Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 29);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 32);

36. Peraturan Bupati Jembrana Nomor Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2012 Nomor 21);

37. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana (Berita Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 540);

38. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 673);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014
Nomor 540), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II...
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 28 Desember 2015
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 699


